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ORINEWS.id  –  Direktur  Pemberitaan  JakTV  Tian  Bahtiar  (TB)
bersama advokat Marcella Santoso (MS), Junaidi Saibih (JS)
ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan perintangan
penyidikan maupun penuntutan atau obstruction of justice.

Kejaksaan Agung menyebut advokat Marcella Santoso dan Junaedi
Saibih  membiayai  demonstrasi  untuk  menggagalkan  penyidikan
sejumlah kasus.

Direktur  Penyidikan  pada  Jampidsus  Kejagung,  Abdul  Qohar
mengatakan, upaya penggagalan tersebut diduga mereka lakukan
dalam  penyidikan  kasus  korupsi  pengelolaan  tata  niaga
komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT
Timah Tbk 2015-2022.

Tak hanya kasus itu, mereka juga disebut terlibat merintangi
penyidikan perkara importasi gula yang menjerat eks Menteri
Perdagangan Tom Lembong.

“Tersangka MS dan JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam
upaya  untuk  menggagalkan  penyidikan,  penuntutan,  dan
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pembuktian perkara a quo di persidangan,” kata Qohar, dalam
konferensi pers, Selasa (22/4/2025) dini hari.

Kemudian,  Marcella  dan  Junaedi  membiayai  kegiatan  seminar-
seminar, podcast, dan talk show mengenai kasus-kasus tersebut
di beberapa media online. Kegiatan-kegiatan itu diduga untuk
menarasikan  secara  negatif  dalam  pemberitaan  untuk
mempengaruhi  pembuktian  perkara  di  persidangan.

“Kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui
JakTV dan akun-akun official JakTV, termasuk di media Tik Tok
dan YouTube,” jelasnya.

Konten-konten  negatif  tersebut,  menurut  Qohar,  merupakan
pesanan  langsung  dari  Marcella  dan  Junaedi  kepada  Tian
Bahtiar.

“Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif
bagi timnya, yaitu MS dan JS. Kemudian membuat metodologi
perhitungan kerugian negara dalam penanganan perkara a quo
yang dilakukan Kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan,”
ucapnya.

Dosen  Hukum  Pidana  Universitas  Trisakti,  Azmi  Syahputra
berpandangan Pasal 21 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor)  tentang  perintangan  penyidikan  bisa  disangkakan
terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar (TB).

Diketahui,  Tian  ditetapkan  tersangka  karena  diduga  secara
sengaja  membuat  narasi  dan  konten-konten  negatif  untuk
menjatuhkan  Kejaksaan  Agung  (Kejagung).  Sehingga,  dinilai
merintangi  proses  penyidikan,  penuntutan,  hingga  pengadilan
dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, impor gula, dan ekspor
crude palm oil (CPO).

Untuk  hal  itu,  Tian  diduga  menerima  uang  sebesar  Rp
478.500.000 yang masuk kantong pribadi setelah memuat konten-
konten negatif terkait Kejagung. Menurut Azmi, terhadap Tian
bisa  dikenakan  pasal  perintangan  penyidikan  karena  ada



hubungan  kasualitas  antara  para  pelaku  dengan  hasil  nyata
berupa pemberitaan yang bertujuan mengganggu proses jalannya
proses hukum oleh Kejagung.

“Perbuatan makna Pasal 21 dimaksud dapat dikatakan terjadi
sepanjang adanya kausalitas dan di antara para pelaku terjalin
kepentingan saling melindungi dan menjadi serangan balik bagi
Kejagung, termasuk jika ditemukan upaya-upaya dan keadaan yang
nyata  hasil  produksi  berita  tersebut  guna  menghambat,
menghalangi, menggangu atau mempersulit jalannya proses hukum
dalam kasus tersebut,” kata Azmi kepada Monitorindonesia.com,
Selasa (22/4/2025).

“Karena dalam kasus ini, jika para penyidik menemukan bahwa
perbuatan pelaku yang fokus bertujuan dari adanya pemesanan
kegiatan-kegiatan  produksi  pemberitaan  tersebut  berhubungan
guna menggangu proses hukum agar tidak berhasil sesuai tujuan
penyidikan,” jelasnya.

Azmi  menambahkan  bahwa  ditemukan  adanya  aliran  dana  yang
membuktikan adanya pemufakatan jahat untuk mengganggu proses
hukum oleh Kejagung melalui pemberitaan yang dihasilkan.

“Dapat terlihat pula apakah ada pula tindakan yang secara
sadar  dan  sengaja  dalam  kehendaknya  para  pelaku  untuk
menghambat proses baik secara langsung atau tidak langsung.
Dalam kasus ini diketahui atau ditemukan bukti yang sekaligus
menandakan adanya strategi sekaligus metting of mind dari para
pihak yang sengaja menginginkan pembuatan, pemberitaan maupun
opini  tersebut  ditujukan  dalam  rangka  melemahkan  penegakan
hukum,” jelas Azmi.

Namun,  Azmi  menyebut  bahwa  kebebasan  pers  tetap  harus
diapresiasi  dan  dihormati.  Pasal  21  UU  Tipikor  berbunyi,
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan,  dan  pemeriksaan  disidang  pengadilan  terhadap
tersangka  atau  terdakwa  ataupun  para  saksi  dalam  perkara



korupsi,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau 33
denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah)”

Terkait  kasus  itu,  seorang  pengusaha  bernama  Tomy  Winata
menjadi sorotan. Hal ini disebabkan stasiun televisi swasta
JAKTV itu  berada di bawah naungan Artha Graha, bisnis dari
anggota ‘9 naga’ itu. JAKTV sendiri memulai siarannya pada
Oktober 2004 dalam sebuah uji coba. Lalu baru diresmikan pada
Oktober 2005.

Dengan bos Artha Graha Group, Tommy Winata, Menteri BUMN Erick
Thohir diketahui pernah berkongsi mendirikan Jaktv pada 2005.
Bisnis  televisi  lokal  dengan  motto  ‘My  City,  My  Tv’  itu
langgeng hingga kini.

Diketahui  bahwa  Tommy  Winata  merupakan  pendiri  dari  Artha
Graha Group, sebuah perusahan besar yang memiliki ratusan anak
perusahaan. Ia juga memiliki berbagai gurita bisnis lainnya
sehingga banyak orang yang mencantumkan namanya dalam jajaran
‘9 Naga’.

Memiliki latar belakang yang serupa dengan Dato’ Sri Tahir,
Tommy banyak menghabiskan masa kecilnya di sebuah gang di
kawasan  Kemayoran,  Jakarta  Pusat.  Namun  saat  ini,  Tommy
memiliki  kekayaan  sekitar  USD2,4  miliar  atau  sekitar  Rp37
triliun.

Gurita bisnis Tommy Winata, seperti PT Makmur Elok Nugraha
(MEG) merupakan salah satu perusahan yang bergerak di bidang
properti  dan  pengembangan  kawasan.  PT  MEG  berada  dibawah
naungan Artha Group yang dikelola atau dimiliki Tomy Winata.

Memiliki  investasi  jangka  panjang  di  Pulau  Rempang,
pelaksanaan investasi PT MEG menyentuh angka Rp381 triliun
hingga 2080 mendatang. Dengan demikian, perusahaan tersebut
diperkirakan bisa mempekerjakan 306 ribu orang.



Bsnis Tomy Winata yang selanjutnya yakni telekomunikasi. Tomy
Winata mengelola PT Artha Telekomindo yang menyediakan layanan
dan solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tak hanya
itu, JAKTV yang mulai diuji coba tayang perdana pada 2004,
kemudian  diresmikan  pada  2005  silam  juga  berada  dibawah
naungan Artha Graha.

Untuk bisnis berikutnya mencakup sektor industri. Tommy Winata
melalui AG Network memiliki anak perusahaan, yang terdiri dari
PT  Sumber  Agro  Semesta,  PT  Multiagro  Pangan  Lestari,  PT
Harmoni Nirwana Lestari, PT Danatel Pratama, Artha Industrial
Hill, Kiara Artha Park, dan Pasifik Agro Sentosa.

Sementara pada sektor bisnis perbankan, Tommy Winata memiliki
tiga  bisnis  di  bawah  Grup  Artha  Graha,  yakni:  AG  General
Insurance, Graha Sentosa Memorial Park, dan Bank Artha Graha
Internasional.

Mengapa Tian Bahtiar tersangka?
Direktur  Pemberitaan  Jak  TV,  Tian  Bahtiar  (TB),  resmi
ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi kaki tangan
dari dua advokat Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih
(JS)—dalam  menyebarkan  konten-konten  negatif  terhadap
institusi Kejagung.

Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus,  Abdul  Qohar,  TB  secara  sengaja  membuat  narasi
provokatif dan menyerang reputasi Kejagung atas pesanan MS dan
JS.

Tujuannya  jelas:  menghalangi  proses  penyidikan,  penuntutan,
bahkan  pengadilan  sejumlah  perkara  besar  yang  tengah
ditangani. “Tersangka MS dan JS memerintahkan TB memproduksi
berita yang menyudutkan Kejaksaan. Semua itu mereka biayai
dengan  dana  mencapai  Rp478.500.000,”  tegas  Qohar  dalam
konferensi  pers  di  Gedung  Kejagung,  Jakarta,  Selasa
(22/4/2025).



Dana ratusan juta rupiah itu digunakan TB untuk menyebarkan
berita-berita  manipulatif  melalui  media  sosial  dan  kanal
digital  yang  terafiliasi  dengan  Jak  TV.  Konten-konten  ini
kerap mengangkat isu kerugian keuangan negara secara sepihak
dan tanpa dasar perhitungan valid.

Tak berhenti di situ, MS dan JS bahkan mendanai rangkaian
seminar, demonstrasi, podcast, dan talkshow yang menarasikan
propaganda  hitam.  Semua  acara  itu  diliput  oleh  TB  dan
disiarkan ulang di media Jak TV serta disebarkan masif di
platform seperti TikTok dan YouTube.

Kejagung  menilai  aksi  trio  tersangka  ini  dirancang  untuk
membentuk  opini  publik  negatif  terhadap  institusi  penegak
hukum.  Mereka  berupaya  melemahkan  fokus  penyidik  dan
menciptakan kesan seolah perkara yang tengah disidik sarat
kejanggalan.

“Mereka ingin perkara ini bebas, atau setidaknya menyabotase
konsentrasi  penyidik  dengan  opini-opini  menyesatkan,”  kata
Qohar.

Dalam upaya menutupi jejak, para tersangka diketahui menghapus
sejumlah  konten  dan  berita  yang  sebelumnya  telah  tersebar
luas. Skandal ini menjadi bukti bahwa informasi dapat menjadi
senjata.  Namun,  teknologi  penyadapan  Kejagung  justru
membalikkan  arah  permainan.

Dengan ditetapkan Tia sebagai tersangka menjadi pintu masuk
tim penyidik gedung bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak
Pidana  Khusus  (Jampidsus)  Kejagung  membuka  lebar
penyidikannya.  Sebab  menurut  pakar  hukum  pidana  dari
Universitas Bung Karno (UBK) Kurnia Zakaria menegaskan tidak
menutup kemungkinan hanya fenomena gunung es.

“Kejagung mesti terus mengembangkan kasus ini, bisa jadi ini
hanya fenomena gunung es. Kita tak bisa lagi tutup mata soal
oknum-oknum  yang  merintangi  penyidikan  kasus  dugaan  rasuah
yang disidik Kejagung. Saya duga bukan hanya kasus timah dan



impor gula. Maka perlu penelusuran lebih jauh lagi,” kata
Kurnia kepada Monitorindonesia.com, Seladsa (22/4/2025).

Bila  perlu,  tegas  Kurnia,  Kejagung  memeriksa  mereka  yang
menempati level tertinggi di Jak TV itu. “Pemilik saham atau
pun pemilk perusahaan tersebut harus juga diperiksa. Hal ini
tak lain membuat terang kasus tersebut. Jangan hanya bawahan
saja yang dikorbankan atai jadi korban. Kita dukung Kejagung
menyikat habis para mafia ini,” tandasnya.

Sementara  saat  akan  dibawa  ke  mobil  tahanan  pada  Selasa
(22/4/2025)  dini  hari,  Tian  sempat  ditanyai  wartawan  soal
keterlibatannya atas kasus itu. Namun, ia tak banyak bicara.
“Enggak ada, enggak ada. Kita sama-sama satu profesi,” kata
Tian. [source:monitor]
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